§ ?endahu&uan

Pohuk memang sebuah duma'
yang tidak pemah sep1 dari_

perbmcangan Istilah kata itu

-senditi sudah seklan lama me~ .

mancing . debat dalam se]arah
pernikiran manusia. Dalam men
jalankan. peradaban manusia,
politik, politisi, praktik, dan pe-
rmkzran politik juga telah me-
mancing minat dari para pakar
pemikir - dan ﬁmuwan poilitik,
Tidak sedlklt karya yang Iahir,
tidak terhitung tokoh yang mun-
~ cul, semuanya mengalir bersa-
~ maan dengan kegemilangan dan
- kemunduran sebuzh zaman,
- Dalam petjalanan waktu it
berbagai pertanyaan muncul,

'berbagax persoalan mencuatz- |

kepermuakaan dan berbagax; =

jawaban dicoba diajukan, Politik

dianggap sebagai wilayah kotor,
padat kepentingan, "penunh;’
persaiangan, penuh intrik, pe- -

auh konflkik, penuh kebohong— o

an, dan hipokrisi, Menutut me-
reLa -manipulasi dan keudak- :
]u}uran adalah asam garamnya
dunia pohttk Apa yang dikata-
kan seorang pohusz belum tentu
sesuai dengan apayang deasakan
atau dmﬂnrkaxmya dalam han
Seorang pohﬁsz hiasa berpura—
pura tersenyum famah kepada
orang yang dlbencmya Pada
saat yang tidaak lama kemudian
berubah menjadi pencil.,kung—
nya yang sangat setia. Bukankah

' Ahli Penelit Muda pada Badan Pembinaan Hukuk Nasional Departemen Hokum dan
 HAMERI




'dengan begitu politi}\. memang

- sebuzh durnia yang tidak pernah )

Sepl sendm

- Di aﬁtaraﬁelﬁaﬁ PerSOalaﬂji-}ifi
yang. mengn:mgl per]alanan_ j_

o :zmtarzi se]arah-yang mengmnngf’

B per;alanan sebuzah. bangsa

soalan- persoalan ya'rig -bér:
demensi politik pun muncul.

Pada saat bersamaan muncul
pula sejumlah figur yang men-
cé’b’a menbangun wacana untuk
merespon persoalan pohtik yang
dihadapi bangsanya. Diantara
persoalan-persoalan itu, ada
giigétéﬁ'~gugatan' seperti tet-
cetmin dati pertanyaan-petta-
nydan yang sebenamya sudah
men]adl Klasik. Pertanyaan itu
mlsalnya benarkah merupakan
hal yang utopzs mengharapkan
bahwa politik '} harus d;pandu
dengan moral ? atau sebahknya
persenmhan yang intens antara
politik dan moral | ;usttu menj jadi
sebuah kemscayaan terutama
dalam kehidupan b_e_rnegar_a
betbangsa dan bermasyarakat
yang belum juga menunjukkan
tanda-tanda kematangan dalam
berpolitik

'EE Pembahaman Etka Pohtak

Suatu negara kebangsaan

__ kerap dihadapkan pada dilema

antaramembangun integrasi dan
:_;'mengembaﬁgkan demekras,t

Idealnya kedua hal. tezsebut
dapat berjalan s -4

- ‘harus: salmg mengg.anggﬁ. Te-
' """tapl dalam kenyataannya kerap
-terjadi upaya memperkokoh

ikatan kebangsaan melalui apa
yang disebut integrasi haruos
berhadapan secara chametral
dengan upaya . memberi otonomi
kepada berbagai kelompok di
dalam masyarakat, untuk meng-
agresikan dan mengartikulasi-
kan kehendak-kehendak po-
litiknya melalui® apa yang dl-
sebut’ demokra51

~ Paradoks ini memang bukan
’Darang baru. Ta malah lebih
sermg ‘terlibat inheren dalam
proses membangun tatanan po-
litik yang dipenuhi 1deahtas
demokrasi seraya tetap mem-
pertahankan kohesi 'sosial
masyarakatnya. Setiap proses
politik ke arah itu past menim-
bulkan krisis-krisis yang me-
nuntut kehati-hatian dalam me-
lanjutkan proses-proses selan-
jutnya. Karenanya hal tersebut




e udak sa]a mehbatkan teon—teon

~ kannya konsep negara modem
daﬁ demokratzs secara kon—
31sten dan tidak dlberdayakan-
nya kekuatan pubhk (masyarakat
51p1}.), faktor kultural ]uga_sanéat
berpengaruh Etika kehldupan
berban_gsa '9'sebcnamya men}adl
dar etika komunal (ke-
hxdupan bersama) yang tumbuh
lewat proses kultural (tldak
meialuz. proses»proses pohuk

Ada semacam aturan tak
tertuhs yang agak abstrak dan
secara umum diakui, j 1uga men-
;adl standar moral bag1 kehldup-
an berbangsa betupa konsepsi
tentang baik-buruk dan’ nilai-
nilaj kemanumaan (bmmm in-
fere.ri) yang ‘harus dlpehhara
Bentuk-bentuk penyelewemngan

yang terangkum dalam kata

KKN juga tak bisa’ ddepaskan
dari etika atau standar moral
kehidupan berbangsa. Terlebih

.lagl k'ﬂau persoalan i sudah"
'._dlkaltkan dengan acudn agama -
_ _Nﬂeu—mia; religius 'yang men-
~ dasat
pada &asamya juga mengha—
ramkan” prakuk—praknk pelang-
garan 'et1ka tersebut (baca .

_masyarakat Indonesia

" Menurut Bertens kata etﬂs:a |
b1sa chpakal dalam tiga arti.

Perta a, et:ka bisa dipaka; da]am
atunﬂm nilai dan nofma-norma,
'y'ang men]adh pegangan
bag1 -seseorang atau suatu ke-
lompok dalam mengatut ung-

‘kah Iakunya Kedzza, euka berarti

juga kumpuian asas atau mla_t
moral, . Yang dlmaksudkan disini
adaiah kode etlk Kez‘zgcz, ettka
mempunyal artl lag1 sebagal
ilmut tentzmg yang baxk atau yang
buruk.

Mehhat penyakit bangsa
dalam bentuk KKN yang be-
gltu parah ternyata rcformam
yang sudah ber;alan hma tahun
ini baik di bidang pohttk, eko-
nomi dan hukum semata be-
lumlah mencukupi dan masih
dibutuhkan lagi untuk melaku-
kan teformasi di bidang mental,
utamanya untuk memperkuat
dan memperkokoh etika bangsa.
Sebab, tidak ada bangsa di dunia




' yang ma]u tanpa etika. Satu
' bangsa akan tegak ;ﬂca tegak
_ pula akhlaknya Sebahknya
suatu. bangsa akan runtuh jika
| __:__pula aldﬂahﬂya Sébagaiu

s1stem' itu akan d151asatmya

secara emﬂr':a'menaunmkmmaﬁ—
tu]uan kesenangan pnbadx
]angka pendek Sebahknya
dalam sistem yang. buruk orang
yang balk ’olsa berubah men]adit
buruk karena pengaj:uh sistem
itu., Oleh karena itu pem-
bangunan s1stem haruslah dila-
kukan secara simultan dengan
pembangunan manusianya,
terutama pembangunan manu-
smnya terutama pembangunan
akhlaknya” ( Ridwan dan
Muhad}mn, 20{33 2@3) i

N amun penanaman kesada;t—
an etis ini tidak berada di ruang
“hampa, sebaliknya 12 menjadi
bagian penting dari sebuah ke-
sel_uruhén sistem kehidupan
berbangsa. Tataran praksis me-
kanisme politik sepertt demo-

kratisasi dan kontrol terhadap
kekuasaan hamslah dicarikan
sumber mlai (saﬂdaraxmya) _'?ada

pohtlk yang demokratzs .dan
terbuka Klta mcmeriukan

kmkan berkembaﬁgnya etlka
keadilan, tetapi juga memer-
Iukan berkembangnya etika
ekonoml yang t tidak kapztahstik
dan monopohsttk Lo on

- Etika politik, mesk.lpun W
judnya sanngat abstrak, menjadi
harapan (benteng) terakhir bagi
upaya membendung ekspanm
“kehendak untuk berkuasa” (the
wzll 0 power) yang ada dalam diri
manusia. Masalahnya ‘bukan
barang baru kalau pata politikus
kita cenderung kebablasan
(kelewat batas) dalam. melalm
kan manuver-manuver pohttk
Bahkan manuver-manuver po-
litik dengan vested zm‘emfi yang
cukup tiriggl, itu sering men-
citrakan pohitik sebagai wilayah




S yang sterﬂ dan kebenaran—ke—. '_
'_’Denaxan etika daﬂ morahtas
- Kalau sudzhbegim kompeten51 '_
e pohijk menjadi idak sehat, tidak
- demokratis, tidak fair, dan bah- -
- kan cenderung 1n"'onst1*iu-:-

demokrats, fair; dan konstitu-
smnzd berdasarkan m/f’ qf ihe
gam yang' disepakan bersama.
Tiompeusz politik haruslah ber-
dasarkan etika dan berlangsung

secara damai,’ demokrans fait,

beradab, konstitusional. Di luat
cara-cara itu harus dihindari
karena bukan hanya tidak etis,
melainkan j juga tidak. beradab
(wncivilized), tidak fair, tidak
konsutusloﬂal dan ndak sesuai
dengan rule of the game.

Untuk sampai kepada tahap—
an kompetisi politik yang ber-
adab kelihatan masth membu-
tuhkan waktu panjang, Masih
banyak.di antara politisi-di re-
publik ini yang belum mampu
bersikap demokratis secara sejati,
Politisi di republik ini nasih
suka memandang kelompok lain
- yang berbeda aspirasi politik se-
- bagai lawan atau bahkan musuh

'akan'beriangsmg ‘secara seh.at,:

dalam pengerﬁan yan.g sebe.nar-_- o
aya. Mereka beium bzsa mem—'_-_” -
: bedakaﬂ secara’ tegas antara apa -

yang disebut d@ngan pa!zz‘bé :

: qppoﬂeﬂz‘dam political enemy. Katau'_: o
kata. qbpomﬂf (awan) dan enemy - -
e (rm_suh) sebenamya memang -
- memiliki perbedaan mendasar e
A 'Secara etjmologrs kata'ita me-- ':
mang ‘memiliki makna yang :

berbeda. Lawan di atas ting |

(politik) belum ‘tentu- lawan
dalam kehidupan yang sebenar-
nya. Sebagai lawan politik se-
seorang harus tetap. menghos-
mati-aturan permainan (baca:
etika- poﬁtik) karena mereka
berada dalam koridor konstitusi
dan kepentingan bangsa yang
lebih besar. Logika seperti itu
tidak berlaku ketika orang
sudah dianggap sebagai musuh,
karena musuh semestinya harus
dikalahkan dan dimusnahkan, -

* Dalam kondisi seperti itulah
maka kompetisi politik menjadi
begitu mencekam dan dramatis,
bahlkan ‘seringkali melibatkan
niassa di akar raraput (gruss ro0f).
Politik dipandang sebagai
political straggle atav power struggle
semata dengan pendekatan 5670
sum gamse. Padahal politik adalah
sebuah seni, yakni “seni me-




| mamkan kemungh.nan”_;;_(z‘be an‘

éengzm kompeﬁsza .pohtxk bukan 3
~ hanya. meﬁyaﬂgkut kekuasaan_'

politk semata, melainkan j juga
menyangkm czta cita atau
1dea]15me o T T

Selam soal pohuk situasi
rawan konplik atau pun perpe-
cahan juga-sangat dipengatuhi
oleh:ketiadaan sikap kearifan
dan sikap kenegarawanan, uta-
manya solidaritas kebangsaan,
di kalangan chte bangsa. “Me-
nerima pandangan naturalis bah-
wa kemejemukan-adalah se-
suatu yang telah given (begitu
adanya). Sesuatu yang diberikan
oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Sesuatu yang telah given itu
mestinya tidak menjadi penye-
bab munculnya. gejala perpe-
cahan dalam masyarakat. Oleh
karena itu, fenomena perpecah-
an dan konflik-konflik horizon-
tal seperti yang tetjadi akhir-
akhir.ini tentu sangat menyen-
tuh kesadaran kolektif bangsa.

N __af z‘bea pamble) vang tidalk mena- .

- Dalam suasana kema; emu-

-kan bangsa sepem ity maka so-
-Jdaritas ba.ngsa mep]adl faktox

vang ‘sangat’ penting. ‘dan stra-

- tegis: uni:uk menjaga kﬁfukuﬁan
dani mtegmsz baﬂgsa Untuk itu
--maka semangat kebargsaan

mengayorm semua golons:ran
men}adi sangat dzperlukan Ma-
saiahnya dalam konteks. pohtlk
seperti sekarang sulif sekali
mencapai. benmk-bentu}s. ‘-;ese—
pakatan tersebut. Situasi rarik-
menarik tetap mewarnai solida-
fitas kehidupan berbangsa sam-
pabsaatind

I Pembahahuraun Eehi-
dupan Politik Biokrasi
' Dalam pelaksanaan pembau
ngunan nasional saat ini sudah
selayaknya pemerintah meme-
gang peranan utama; yaitu me-
mimpin secara akiif untuk mem-
berikan motivasi dan penga-
rahan proses pembaharuan
pembangunan dan pengem-
bangan kearah modernisasi
masyarakat, bangsa dan negara |
yang sesuai dengan kepribadian ¢
nasional, Halini didasackan pa-
da konstitusi yang ada; yaita |
UUD 1945 yang menekankan




.' 'babwa -psmennta.h negam haz:us_

tahap sesual dengan situasi dan
kondisi harus diarahkan Lepada
pertama, adanya d1stt1bui10n
of power yang selaras dan’ se-
unbang antara infia strukour dan
supra struktur; kedua, adanya
distribution of 1 power antar go-
Iongan soszai politk di dalam
infra strukur; keuga adanya
distribution of power antara
- lembaga-lembaga negara yang
ada (legesiauf yud}katlf dan ek—
sekutl@

f- Teriepas dari batasan—batas—
an ‘tentang pohmk yang fceiah di-
iumuskaﬁ oleh beberapa ahli
~ dan para pakar poiitik. Politik
. adalah pambangman dzm pen-
dayagunaan power yang dilak-
~ sanakan secara demokratis,
- Dengan demikian maka me-
- nyangkut hal-hal yang berhu-
'_ bungan dengm etik pohtik dan
- teknik polmk Sedangkan yang
~ dimaksud kekuatan power

: Endonesm dan'selurluh turﬁpah'
' 'darah Igdonesza dap haﬁ_s puia’

'adaiah daya mhan dan daya _

juang yang mehpuﬁ kekuasaaan, -
kekuatan dan kekayaan dengaﬁ'_ _
cudasarkan kepada demokmsij
pamasm yangkita anue. - 0

. Oleh karena i, demokrasl'_"_
..'Pancasﬂa }e}_as memiliki pe- -

ngertiar lebih luas dib andmg; '
kan, dengan demokra31 Liberal
ataupun ‘demokrasi lainnya.
Karena Demokrasi Panicasilases
lain memilild atti formal (demo-
krasi: politdk) seperti; hak-hak
bagi watga negatanya yang
menczkup statis; kedudukan
hukum, memilih, dipilih ‘dan
betserikat, juga mengandung
pengertian ' material (demokrasi
ekonotni) seria dalam arti fung:-
sional (demokrasi social buda-
ya). Artinya, DemokrasiPanca-
sila sebagaimana termuat dalam
UUD 1945 juga memberikan
hak-hak di bidang ekonomi dan
social budaya.

Suatu pemberian ha-hak
demokrasi derikian saja, tanpa
suatu keserasian penggunaanya,
tidak akat memberikan stabili-
tas yang diharapkan, Hal ini
terbukt dari kehidupan kene-
garaan kita pada waktu yang lalu
dimasa Orrde Baru. Peng-
gunaan hak-hak demokrasi pada




ba‘ckaﬂ berbagai x{eﬁdakstabﬂan |

yang akibatnya sangat dirasakan
menghambat pembangunan di

bidang-bidang lain, terutama

_ adalah di bzdang po‘mik

Feﬁamena ‘demikian. 1i:u dl~ _ ;
' 'km:upsx dalam melamka_n

sebabkan belum adan}fa kese-
rasian dalarn pelaksanaan de-
mokrasz po_ht_l_.k,_ demokrasi eko-
nomi dan :demokrasi budaya.
Selain itn, walaupun merupakan
unsur modal yang penting,
penitikberatan hak demokrasi
baru dikonsentrasikan pada
demokr_as_l___pohﬂk, tetlepas dari
luas-sempitnya pelaksanaannya.
Karena itu, yang penting kini
adalah penelahaan bagaimana
politik sebagai teknik dapat
diterapkan sebaik-baiknya dalam
rangka pelaksanaan demokrasi
ekonomi dan demokrasi budaya.

‘Sejarah keludupan kenegara-
an di Indonesia selama in1 telah
ditandai dengan berbagai insta-
bilitas atau kegoncangan diber-
bagai bidang kehidupan sosial,
budaya dan politik, misalnya
didalam sistem ketatanega-
raan dimana Wakil Presiden

mengelurakan suatu Kepu-
tusan Wakil Presiden, Presiden
mencabut Keputusan Presiden

sebelumnya yang menurut
kaianga*} legeslatif i itu tdak
peﬂu dilakukan | (Meém
Indonesia, 2005). Eegxmpun
dalam penegakan hukum
dxmana aparat penegak
hukum terhbat kolusi dan
penegakan hukom Hal ini
menun;ukkan belum terdapét
suatu konsensus 'yang mantap
dalam persoalan yang d:ahadapl
secara nasional. Sebagal akibat
fenomena ini, maka pengmaﬁ
pembagunnan atau pencapman
cita-cita rakyat untuk menikmati
kese}ahteraan ketenteraman
dan keadilan rasanya masih jauh
dari }angkauan dan harapan
masyarakat

Memang apabila kita perhau-
kan bahwa, ketidakstabilan ini
mempunyai sumber-sumber
yang sangat dalam berakar pada
struktur dan kehidupar;_ni_aisyae
rakat, yang tidak dapat dilepas-
kan dari posisi sosio-ekonomis,
sosio-kultural dan sejaxa_h_' ke-
pemimpinan politik di Indonesia

sendiri. Menurut Prof.Dr.

Suhardiman, penyebab _kci_id_aik«

stabilan ifu diantaranya karena
adanya faktor-faktor benkut

(Suhardiman, 1996: 127):




__: 1 Adanya perbedaan pan- |
. dangan di ‘bidang ideologi -
gpohuL Jyang se’oenaxnya_ te—_'

D1 ]aman Orcle Baru rmsalmz-f.jf

:.': nya, beokrasx merupakaﬁ salah

. satu Pﬂar kekuatan Haliniter-

' ":_jadl ka}:ena tidak ada atauran:j.."_.:'

. yangmela.rang secai:a tegas paxa;__;';."__- N
- biokrat: yang berpohtzk Bagr e

- biokrat yang inginmenjadiang:

__:nllai pengukur berbagal fe~
in mena dan masalah yang

: umbul dalam masyarakat

3, '-Pelaksanaan hak asasi oleh
‘_'negam di satu pihak dan
_ penggunaannya oleh anggota
B masyarakat dilain p:hak yang
“belum sebagalmana mesti-
'."':'nya dan last but not Ieast
"'*adanya usaha intervensi,
suversi dan penetra51 politik,
“ekonomi maupun budaya
“dati luar < -

4. Melihat benmknya berbagal
“ketidakstabilan ini terlihat
“padaketidakstabilan o norma-
tf] struktural dan mental
(motal). Di bidang normatif

' misalaya; belum terdapatnya

ukuran-ukoran’ yang konsis-
ten dan permanen, bagai-

- manamenanarnkan kehidupan
: pohnkata@unpmydenggaman
pemegntahan yang baik dan

bersih. _

| yax.al.{atx akan dl; .'_380ta dan/ atau Peilguru s Parpelf;_'f’._ _

. mﬁnan ndak terdapat nﬂm

“atau Go]kar cukup membenta-_'
“hukan atau minta. jin- kerpada b

pe;abat yang bexwenang y
I]m bag1 biokrat untuk berA P

__pohtlk membawa dampak ne-
gatif terhadap biokrasi, kerana

terimbas dan dibebani . kepen-
tingan- kepentmgan politik:
Parpol dan Golkar saling bere-

butmenguasai dan menjadikan R

birokrasi pemerintahan sebagai
building block untuk membina,
mengembangkan dan membe-
satkan golongannya. Kondisi ini
didukung oleh tipe biokrasi
Indonesia yang bersifat Pater-
nalistik. - o S

+Lipe b1okra51 seperti di atas
memungkinkan pimpinan bio-
keasi yang biasanya adalah juga
seorang elit politik memimpin
biokrasi dan membina hubung-
an dengan anak buahnya ber-
landaskan kepentingan golong-
an. Kolusi dan nepotisme untuk

memasukkan orang-orang separtai




atau golongaﬁ dalam rekrutmeq

-pega\vai juga: sermg ter;adi
Warpa pﬂmk pimpinan menen-
mkan warna biokrasi yang di-
-~ pimpinnya: Hal ini menjadikan
biokrasi tidak netral; terpecah-
-pecah dan terkotak kotak dalam
'_berbaga; konphk kepenungan

B10kra31 yang tidak netral_

jaga berpengatuh buruk ter-
hadap pelaksanaan tugas pe-
layanan kepada publik: Pelaya-
nan yang diberikan biokrat tidak
objektf; tidak adil ‘dan cende-
rung membeda-bedakan aliran
politik yang diikuti cleh anggota
masyarakat, sehingga seringlkali
menimbulkan keddak stabilan,
ketidakpuasan, keluhan, kesen-
jangan dan kritikan dari masya-
rakat terhadap-biokrasi peme-

"Sebagimana juga diungkap-
kan Akbar Tanjung dalam satu
tulisannya bahwa, kelemahan
sistem penyelenggataan negara
pada masa jaman Orde baru
adalah terletak pada tidak ada-
nya kontrol atau pengawasan,
sehingga kekuasaan terpusat
pada satu tangan, atau satu
orang, yakni Presiden Soeharto..
Karena kekuasaaan itu tidak
tidak bisa dikontrol dan diawasi

oleh rakyat, 'maka yang ter;ac.’u
bukanlah kemkamuran dan ke-
se;ahteraan, bukan pula keadilan
dan kebenatan yang dxteggakan
mf:lamkan kemiskinan dan ke-
senjangan yang: du:asaka_n oleh
rakyat. Ini*semuaa-terjadi Jan-
tatan kekuasaaan betjalan sen-
diti tanpa ada yang mengontrol
dan mengawasi- (dewan da‘i
Muhadmn, 2003 : 186).

Setelah runtuhnya '-515tem
pengendahan partisipasi, yanc
dijalankan dengan cara resp:i:es1f
pada kurun’ waktu panjang
selama berlakunya rezim Otde
barL, terjadi feﬂomeﬂa _mele—
mahnya peranan negata dalam
mengelola kehidupan masya-
rakat. Sikap antusias masyarakat
dakam mengambﬂ alih peran
negata tersebut tampaknya men-
jadi wjlan tersendiri di tengah
segala keterbarasan sumber daya
yang dimiliki, Hal ini berkerm
bang di tengah upaya konsilidasi
kekuatan negara kea rah demo-
kratisasi yang masih dipertanya-
kan arahnya, mengingat masih
keuatnya tarik-menarik antar
berbagai kepentingan.

Jatuhnya rezim pemenntahan
Otrde Baru tersebut yang ditan-
dai dengan pernyataan pengun-
duran disi Presiden Soeharto,




P &an peﬁgangkataﬂ Walgl Pres1den_

' B} Habibie: sebagl Pre31den RI,
r 3'manada1_ danya. Pergannan era"'.-'
e yang kemudian: disebut dengan_
. EraRepormasi. Mahasiswa dan
& f____'masyazakat yang. ah berhasxl"_ :

E pnla agat biokrasi. netral.' dan:...- !

- bersih dari- pengaruh go
. -dm kepcnnngan pohnk

Ezokrasa merupai&an Lem—_

. baga eksekutu: “yang seharusnya

' lepas dari semua ikatan dan’ pe-
- ngaruh golomgan dan kepen-

tingan. politik; sehingga dapat
melaksanakan fungsi dan tugas—
nya’ dengan’ baik. Dengan ada-
‘nya netralitas biokrasi diharap-
’kan dapat mewjudkan biokrasi
yang kuat yang tidak terpenga—
ruh-oleh ‘pergantian pimpinan
politik] dan tidak tetimplikasi
oleh berbagai gejolak ‘dan fiksi
yang i:m‘ibul di hngkungan ehit
kekuasaan dan masyarakat; se-
bagaimana dimintakan Presiden
Suslio Bambang Yudhoyono
kepada seluruh aparat pemerin-
tahaan untuk bersikap. netral
dan tidak melakukan politisisasi
biokrasi dalam pemilihan kepala
deerah (Media Indonesia tgl
18 E’ebmam 2005:16 )

e

Dalam rangka mrwujudkan*.-i‘-_z .
_pemermtahan (bmkra31) yangf'_._ S
_-ber51h dan netral sesual: dencan o

© tuntutan’ refOfmasz yang. ditu
_ kang1 olehpaxa mahasiwa, maka
- dilakukan perubahan Undang- e
sio- '_..undang Notmot 8 Tahun 1974 |
tut -+ tentang Pokok-pokok Kepegam_{ L

‘walan yang merupakan amana
_' “TAP MPR NO, X/rvﬂ}R/woaf*: '
) '-:tentang Pok()k«pokok Refor—_
masi Pembangun:
. Penyelamatan dan Normahsam __
Z Ke}ndupan Nasmonal sebagai_._ _
“haluan. negara dan TAP MPR

No. XI/MPR/1998: tantang
Penyelenggaraan INegara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolus1 &an Nopotﬂsme i

Alasan dibentuknya Undang—
undang Nomot 43 Tahun 1999
dapat dilihat dalam Ketetapan
pemerintah di hadapan Rapat
Patipurna DPR mengenai RUU
tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepega-
waian pada tanggal 25 Agustus
1999, sebagaimana dikutip oleh
Dian Cahayaningsih dari Risalah
undang-undang tersebut, yaitg,
Sebelum dan selama Peme-
rintah Orde Baru, Birokrasi Pe-
merintahan dengan hampir




2 -semruh ;ajafan PNS Dalk di
_ tmgkat pusat, maupun daemh te-
lah terimbas dan dibebani oieh_ :
'-kepﬁntm&amkﬁpenﬁmgan po--

- ligk;: sehmggﬂ tdak dapat ber-
3 -sﬂmp ’le‘ifal d&am men; alaﬁak_n

..}adikaﬂ oleh penguasa untuk-
_memperkuat posmz pohnk:nya .

dengan merekeut aparat biro-

krasi menjadl anggota dan/ atau
pengurus Parpol: Hal ini di-
munglankan karena tidak adanya

pengatutan yang ‘tegas, bahwa

PNS dilarang-menjadi anggota
dan/: atau pengurus Parpol”.
D se]arah netralitas Biro-
k_‘f_&SI Pemerintahan dapat ditarik
pelajatan, bahwa birokrasi yang
telah terimbas dan dibebani

oleh kepentingan-kepentingan

pohiak menyebabkan birokrasi
terpecah-pecah; tidak dapat

bersikap. netral, tidak adil, dan

tidak dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara profesio-
nal, efektif dan efisien. Oleh
karena itu melalui UU No. 43
Tahun 1999 ada semangat dar
Pernerintah Transisi untuk me-
netapkan kebyjaksanaan menjadi-
kanbirokrasi bersih dan netral
dari pengaruh semua Parpol
yang ada..

Untuk dapat mehhat dzm me-

.ngetahu. secam jelas politk
hukum yang tcrkandmg dalam
U No 43 ’T’ahun 1999 y&tu

untuk mewujudkan birokram
yang bersnh dan pctml peﬂ~

' ..dapat dan Satji jipto. Rahard;
: yang merinci beberapa D

‘persoal-
anyang dxpexbmcangkan dalam
Pohuk Hukum dapat dijadikan
acuan (Syaha:am, 1991 192)
yaitu:

a. Tu;uan apa yang hendak dl—
. capai dengan Sistem Hukum
. yang ada ? i
b.- Cara-cara apa.kah yang mana-
kah yang paling baik untuk
- dipakai buat merncapai tujuan
. tersebute: S —
c."Kapankah wakmnya hukum
1tu perlu dirubzh dan’mela-
Juicara-cara bagaimana pe-
rubahan it sebaﬁmya dila-
kukan ? :

d. Dapatkah dj_tumuskan suatu
pola yang mapan yang bisa
inemuiuskan dalam proses
pemilthan tujuan serta cara-
cara untuk mencapal tujuan
tersebut? - '

Tujuan UU No. 43 Tahun
1999 dalam kaitannya untuk
mewujudkan birokrasi yang
bersih dari intervensi Parpol




merat dalafn ' pe:iyeleng—

. sikap netral dan tidak disksi-
-: - minatif dalam membenkan
= _:jrpelayanan kepada. masyara»
! t, Pasal 3 ayat (2)
o 'chawa;. negeri dapat melak«-
- sanakankewajibannya dengan
. baikuntuilssetia dan taat kepada
Pancasila dan UUD 1945,
'negara dan pemenntah dan
'men)aga persatuan dan kesa—

1111 ]uga dapat 'almaksudkan
ag«artmnpangnndlh antara lo-
yalitz ada Parpol dengan
"":5‘=10yal1tas terhadap bangsa,
 niegara dan pemerintzh seperti
o yang petnah terjadi sebeiuxm
aya udak terulang iagﬁ.
d. Untuk men]amm keumhan
o kekompakkan, dan persatuan
pegawai- aegeri, Pen}elasan
bagian Umum angka 6

garaan tugas :negara, peme— B

b Pegé\x}ﬁ negerl-_-._ apat ber— =

| "‘-'-f"?dan nemal"'erhadap pegnaxuh'_

Parpol. Pegawai negeti‘yang
menjadi-anggota dan/atau pe-
ngurus Parpol harus diberhen-
tikan -sebagai pegawai. negeri
yang dapat dilakukan-dengan
hormatatau tidak dengan hos-
mat, Penjelasan Bagian Umum
zmgkaé : gk
Unt‘uk mﬁmaga netxahtas
biroktasi, dntisipasi. terhadap
masuknya intervensi ‘dan’ pe-
ngatuh Parpol ke dalam jajaran
birokrasi melalui politisi yaitu
masuknya elite ‘politik ke biro-

krasi juga harus dilakukan. Di

[Ujuan Bn:okram Pemenntah—.:'_f- S
1 seperti di atas, hanya___dapatf- o
ud pai ffapabﬂa ada | jaminan -
‘bahwa Birokrasi Pemerintahan
: -'ﬁbenar~benar dapat bersﬂcap 7
' Ematml terhadap semua Parpol p
'-yang ada Untuk itu pegawai
‘negeri sebagal bn:okrat dilarang -
‘untuk ikut akef: terhbat dalam
'pohuk praktxs Dalam Pasal 3
ayat (3) UU No43 Tabun 1999,
pegawai negen dﬂarang men]adx_ -
anggota dan/atau pengurus -




daiam_ UU No. 43 _Tahl.m_ 1999

o ]ab atan sﬁuktuﬂ ' maupun
-~ jabatan fungsmonal merupa-
L kan jabatan | karir yang hanya
- dapat diisi atan diduduki
. PNS dan/ atau. pegawai.ne-
L geriyang telah beralih status
- sebagai PNS.dan bukan
.-'.:-unml;}';_pih_akep_ihék di luar
- PINS terutama elite politik.
b Pasal:2 ayat (3) UU:No. 43
-+ Tahun 1999 memberikan hak
o kepada pejabat yang:bet-
wenangiuntuk dapatme-
nganglkat pegawai tidak tetap.
++ Dengantadanya ketentuan
~1n1,'maka political appointee
“(pengangkatan politis) bagi
elit politik yang tenaga, pi-
-~ kiran dan keahhannya sangat
. dibutuhkan untuk memben-
- - tuk pemerintah dan birokrasi
. dalam melaksanakan tugas
-.dan fungsinya dapat dilaku-
. ;--kﬁn_-dcngan aman tanpa ha-
;. rus _mengaﬁcam netralitas

“orngunan yang bersifat- tekms
. profesional dan adxmmstra31
“rsesuat: dengan: kebutuhaﬁ
idan kemampuan orgamsa31

<+ brrokrasi. Halini disebabkan
' -pegawm ﬁd&k tctap, tidake bes-
. ;,...__.;j:kedududxﬂs:an sebaga?l_-;pega-

mermtahaa “dan pe mba-

sehingga tidak ‘merusak ta-

~. tanan jajaran birokrasi; Pen-
+ jelasan Pasal 2.aya (3). -

< Pasal 25 ayat (2) UU No. 43
" Tahun1999 yang menya~

takan, bahwa Presiden dapat

‘mendelegasikan sebagian we-
== Ziwenang pengangkatan pe-
" mindahan dan pemberhen—
' “tikan PNS kepada pejabat

% :pembma kepegawaian pada

masing-masing instansi baik

' di Pusat maupun di Daerah.

o Pe; abat Pembina kepegawal_—

an tersebut sekarang ini tidak
_'_'lag1 dij abat oleh Menteri un-
tuk Departemen atau Guber-
- nur untuk Daerah Provinsi,

tetapi chjabat oleh Pe]abat

__r(anr 'I'ertmggl dalarn suatu
instansi mzsalnya Sekjen
'unmk Departcmen dan Se-

lqetaﬁs Daerah untuk Daerah




! Ketentuan ini dnnaksudkan,_-

' B '_ unmk menganﬁs:lpasx Mentem
aﬁ/ atau Gubernur 1 menya-—f
i .'}Lahguﬂakan }abataimya untuk

j? . 'me}almkanPOhtlsamblmkrasz o

: _' : :Z_;::'; :_;Sedangkan Lhusus mengenai.__
. pengangkatan, pemindahan dan -

partemen, Selgen Departemen
atau Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Direktur Jenderal dan
]abatan yang setmgkat menjadi
wewenang Presiden dan tidak
dapat. d;delegas:kan atau. dise-
rahkan kepada Pejabat Pembma
Kepegawazan
.-Hal imi 1 mengmgat bahwa
;a{ba;tan—]_abatag tersebut adalah
jabatan karit tertinggi dalam
biroksasi pemesintahan yang pe-
ngangkatan, permindahan, dan
pemberhentiannya harus dila-
kukan secara selektif, sehingoa
sudah sepatutnya menjadi we-
wenang Presiden,
~Masalah neitalitas birokeasi
merupakan- hal ‘baru yang
belum pernah diatar sebelum-
nya, oleh karena i1 ada kemung-
kinan Produk Hukum yang
mengatur masalah tersebut,

- pembethentian dalam dan dati
“jabatan Jaksa Agmg, Pmapman:
Lembaga Pemerintah Non L De- -

_:yartu Undang—undang Nomo;:-;_ o

- 43 Tahun 1999 belumlzh sem-
; putna da_n masth perlu diadakan |
_ penyempurnaan dan pexubahanl_: -

(amandemen); schingga pada
: ak}nmya nanti dapat dwunakam_: e
~untuk mencapai tjuan secara
' :opi:mal Hal,mpun sesualdeﬁgara T
:‘pendapat Satjipto Rahardjc,
yaitu bahwa: “Hukum harus. sem._._ ;

nantiasa melakukan penypsuaian

terhadap tujuan-tujuan yang.

ingin. dlcapm masyamkamya
Denga_n derm}uan hukum mern-
punyai dmamika Pohizl«. Huk‘um'_ '
mempakan salah satu faktor
yang menyebabkan dinamika
yang demikian itu, karena 12 dl—_
arahkan kepada s constity-en-
dum, hulmm yang dicxta-c:ttakan
(syahnl 1991 m) - |

E‘}V.. ?embahahuraun Kehi-
dupan Politik Hukum
Seperti diketahud, politk hukum
dapat.dipahami sebagai kebija-
kan dan produk politik. Begitu
pun mengenai sistem hukum
mempunyai dua pengertian
yakni dalam arti luas dan sem-
pit. Dalam ard luas meliputi
empat komponen yaitu materi
hukum, aparatur hu}:ﬁm, sarana
dan prasarana hukum, dan




budaya hukum Sedang dalam”
Card yang semplt hanya terbatas .
‘pada materd hukum itu sendid.

B Bagir Maﬁaﬁ berpendapat bah-

* wa sistem hukum terutama di-
 dekati dari sumber utama asas
dankaldah hukum ya.ngberlalm '
' Sistem hukum nasional sebagal
pohtﬂ.k hukum naswnal lebih

ditekankan pada wawasan dari
nukum nasional, ber51fat 1deo~

1ogis (Manan, 1986).

Teon ataupu*l praktek hu—
kum membenkan gambaran
bahwa hxﬂmm “memang mern-
pmya.t pemnan penting di dalmn
menjaga kcseimbangan kese-
larasan dan keserasian antara
bej:bagal ixepenungan di dalam
masyarakat yang pada hakekat-
nya akan bermakna untuk me-
melihara linglkungan kehidupan
sosial yang sehat berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Kadang-kadang sebagian
orang memandang hukum ku-
rang penting, mungkin anggap-
an seperti itu muncul ketika
orang lebih mengandalkan ke-
kuatan dan kekuasaan (politik)
yang dimiliki guna memenuhi
kepentingannya, sehingga ada
kalanya orang beranggapan
bahwa hukum hanya diper-

| untu}xan ‘bagi masyarakat yang
'kzmah seudalmya pandangan

scpem im mendapaL pembenar-

an ketika se}enak ‘melihat ke-

nyataan sejarah masalalu sebe-

lum memasuki abad 20 dimana
: _“:@z;adi pen} a]ahan oleh: satu
' ba:ngsa terhadap bangsa lain, ini

menjadi cermin dari kendak—:
adilan. Hal seperti t ity meﬂdo—
rong para pendin Repubhk
Indonesia dan penyusunan
UUD 1945 memandang petlu
menentukan bahwa negata
Indonesia menjadi sebuah negara
vang berdasar atas hukﬁm,:ﬁ'ciak
atas dasar kekuasaan belaka,

Setelah Pefang Duma Per~
tama tetjadi perubahan pa.a:adlg—
ma atas peranan hukum dari
pemahaman yang agak statis
terutamna sesuai dengan aliran
mazhab sejarah, mengalami per-
kembangan pemahaman sebagai
sarana perubahan atau transfor-
masi sosial, hal ini lahir melalui
katya-katya gemilang Roscoe
Pound yang memandang hukum
sebagal “tool of social engi-
neering” dengan pemikiran
untuk menuju masyarakat yang
dicita-citakan,

Perubshan masyarakat bisa
berlangsung dengan dua hal,




| "'_'_""yaitu secara revoh.smnef _an

L}, Ber Lahap atau evoiuszonei
- hai sepmta 0 chpzmaano dama

‘mengaiasi ge}o}ak soszal j,rang_

'mungm tei)aiz

@ieh karena 1tu chmkiran
-_tcntang pemmn hulum sebagai
‘sarana perubahan dan pembq—
ngunan d;tempai:km pada tatat-
an pezseps& yang: menghendaki
kesepakatan bersama, schingoa
dapat-dikenali sifat, hakekat,
konsekuensi yang akan timbul,
dan tingkat kesadaran dati ma-
sing-masing komponen yang
terkait dengan hukum. Penem-
patan hukum sebagai sarana
perubahan dan pembangunan
berarti merupakan sebuah bukt
tentang adanya kesadaran atas
pengaruh timbal balik antara
hukum dan masyarakat yakni
kemana hukum itu diarahkan
baik untuk mengubah maupun
untuk membangun masyarakat,
di sini akan jelas ada indikator-
indikator yang digunakan,

Kesepakatan Kcsepakatan_j g

- 'aengm masyarak t tadi terkait
) dengaﬁ sttuktu; dan ;;Litu.x_:_
i ":'Penfusr.m sistem hukum yang -
':-fa‘hhampiaaﬂ”mengatm masyata-
. kat tetlebih dahuly dilalai per-
_' '_'j"_':i.m,a.;.sfgataﬂj ia—ttayangalém di- -
- mujus Pertimusan hulum hen-
' -gdalmya memperha sz‘m segv__' _'

antropologls dan’ so‘:zologis serea b

“dinamika dari’ masyarakat itu

sendirt. Namug disadar dengan

“sifat heterowemtas maoyamka :
tidak mudah mencmphﬁ suatu
politk hukum yang mengak@

modasi keseluruhan beatuk
struktural dan kultaral masya-
rakat. Dalam masyarakat yang
ma]emuk terdapat perbedaan
seperti dalarn hal lembaga-lem-
baga sosial; f10£MA-10rma So-
sial, kelompok—kdompok s0-
stal. Struktur masyarakat terse-
but mengandung nilai-nilai yang
berbeda-beda pula, &

“ Dalam hubungan antara
hukum dan mas yamkat terdﬁpa‘i"
pe;ﬂteﬁtangan pertemangan
yang betawal dari dua anggapan
yang saling bertolak belakang,
yaltu (Sunaryan Harmno)
1. Hukum harus mengikutd pe-

 rubahan masyarakat dan hu-

kum sclalu harus sesuai




_dengan Lesadaian hukum
f'::.:"_":_masyarakat} daﬂ _
2. _:_;Hukﬁm merupai{an alat per«
___f:ﬂ_ubahan masyarakat. dan ka-
renanya kesadaran hukum
__:_;..masyamkaﬂah yang harus ci1~
. _:-':_'_ubah Oleh hukum o
Ahra.n pertama menentang
..perundang—undangaﬁ sebagai
suatu cara pembzharuan hu-
kum, karena menurut pendapat
aliran ini hukum tidak mungkin
dibuat, melainkan harus tum-
‘buh. sendm dari kesadaran hu-
kum masyarakat. Sedangkan
aliran kedua antara lain meng-
gunakan peraturan perundang-
‘undangan sebagal sarana pem-
baharuan masyarakat di samping
lembaga-lembaga hukum yang
baru seperti pengadilan, kepo-
lisian, dan lain-lain... .. .
- ‘Belakangan tampak perubah—
an sikap terhadap perundang-
undangan yang menunjukkan
keseimbangan untuk meng-
adakan perubahan dan pemba-
haruan melalui perundang-un-
dangan dan lain-lain sarana
hukum, tetapi sadax bahwa da-
iam usaha sepesti itu perlu sa-
ngat chperhatlkan nilai sosial
budaya dan kenyatafm yang
hldup d'ﬂam masyarakat agar

dalam ‘upaya. merubah masya-

rakatj jangan sampai masyaiakat

1tu tercabut dam aka.t ﬁmdamenv

tal Lehzdupannya yang pada
: glhrarmya dapat menunbdkan
-goncangan. sosial. Dan ‘pan-
dangan | baru mengena.t peranan

hukuf_n, masyaxakat muia;. me-
nyadaﬂ betapa hukum’ mampu
menjadi agen sarana pe*nerataan

dan keadilan sosial,

- Sesungguhnya dari aspek
pohtik hukum itulah yang:di-
gambarkan oleh Amandemen
UUD 1945 yang telah menen-
tukan asas persamaan di depan
hukum dan asas hak setiap orang
atas pckerjaan dan penghidup-
an yang layak. Untuk mengim-
bangi asas kekeluatgaan dalam
perekonormian serta bangun usaha
koperasi dan semangat kesetia-
kawanan ekonomi sebagai ben-
tuk-bentuk usaha yang paling
ideal di Indonesia. Begitu juga
mengenai prANsip yang mene-
tapkan bahwa segala cabang
produksi yang menyangkut
hajat hidup orang banyak di-
kuasai dan diarahkan untuk se-
besat-besarnya kemakmuran
takyat sebagaimana juga terdapat
dan tetcantum dalam Amande- v_
men UUD 1945




| E‘V Kesrnplﬂan

. Sejarah’ polmh Indonesia
' '-_"’-':-"menuﬁ}ukkan bahwa gejolak -
© sering muncul ketika le*nbaga~';"""
- _lembaga peny@leﬁggaman ne-
'__"_-_gara kuiang Derfungsa a‘tauj
e _fkumng tanggap terhadap 3mya1~ :
- sinyal perubahan jaman- yaha -
'-fer;ac’i, Peiaksanaan demoktasz N
"'-_'-rakat adil dan se;ah‘cem maka
”’"kesaman ‘pandangan, tindakan,
- persepsi diantara sernua elemen
'_;:bangsa ini baik dari kalangan
‘biokrasi, praktisi mupun politisi
‘harus sesegem mungkm dﬂak—

pendek, tanpa memikirkan un- sanakan

. dilndonesia saatini hanya men
'_ _")alaniaan sxmbol smbol demo-
:krasz saja. Bahkan demokmm_

: klta Jjuga. dismsati 'secara se- .

mena-mena untok tujuan-tu-

~juan kesemngan pribadi ]aﬁgka_ ;

-k kedapan bagaimana, sekedar

.menutup segala e_m::iakannya _
“agar tidak dinilai menyimpang

dari ketentuan yang berlaku.
Sudah sepatutnya sesuai era
reformasi demoktasi benar
benar dijalankan tidak hanya
berdasarkan satu keinginan pihak

saja yaitu dari keinginan pe-

'-'_.:;-memntah dan Iembaga~lembaga |
'_'?en feleng&a negara. - e

Kedepan sesuai dengan moto
“kabinet sekamng yaitu Kabmet_'f_.'i
:-Indonesm bessatu, maka upaya™
5-;netra1ﬂasz pohﬁk daiam menca{'_:-_- -
' pai_tujuan bersama. baﬁgaa i
sesui dengan amanat UUD

1945 yaitu mewu} judkan masya-’"' X

D1s_ampmg ttu, agar tercer-

- min adanya satu kenetralan di-

mata masyarakat, maka pelaku-
pelaku politik perlu memper-
hatikan etika berpolitk serta
melakukan pembaharuan-pem-
baharuan sesuai amat reformasi
yang telah digulirkan sejak ta-
hun 1998 yang silam.
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